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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI  

NOMOR 33  TAHUN 2021  

TENTANG 

TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH YANG MENINGGAL PADA SAAT 

ISOLASI MANDIRI DI RUMAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN POLA 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi 

COVID-19 dan dalam penegakan diagnosis diperlukan 

pelayanan Pemulasaran Jenazah dengan diagnosis COVID-

19 atau terkonfirmasi positif COVID-19 yang meninggal 

pada saat isolasi mandiri di rumah guna mencegah 

terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke individu, 

keluarga, lingkungan dan masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka pelayanan  Pemulasaran Jenazah 

dengan diagnosis COVID-19 atau terkonfirmasi positif 

COVID-19 dimaksud perlu diatur tarif pelayanan dengan 

berpedoman pada Surat Menteri Keuangan tanggal 6 April 

2020 Nomor S-275/MK.02/2020 Hal : Satuan Biaya 

Penggantian atas Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi 

Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang 

menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 

(Covid-19);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan 

Umum Daerah diusulkan Pemimpin Badan Layanan Umum 

Daerah dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; 

 

d. bahwa . . . 

SALINAN 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pemulasaran 

Jenazah Yang Meninggal Pada Saat Isolasi Mandiri di 

Rumah Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang . . . 
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7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 142); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN 

PEMULASARAN JENAZAH YANG MENINGGAL PADA SAAT 

ISOLASI MANDIRI DI RUMAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI. 

BAB . . . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Bupati adalah Bupati Pati. 

3. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan 

Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna 

barang. 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana 

Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pati adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA 

Soewondo Pati dan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen. 

6. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa 

yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar 

dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup 

seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 

7. Jenazah adalah Pasien dengan diagnosis COVID-19 atau 

Pasien dalam Pengawasan (PDP)/probabel yang meninggal 

namun belum ada hasil pemeriksaan COVID-19, jenazah 

lain yang dicurigai sebagai suspect COVID-19 atau jenazah 

terkonfirmasi sebagai COVID-19. 

8. Isolasi Mandiri adalah adalah upaya/tindakan  secara 

sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas 

kesehatan untuk mengkarantina diri sendiri di ruang 

terpisah ditempat tertentu/yang telah ditentukan. 

 

BAB . . . 
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BAB II 

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN  

Pasal 2 

Dengan nama Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah Yang 

Meninggal Pada Saat Isolasi Mandiri di Rumah dipungut biaya 

sebagai imbalan atas pelayanan pemulasaran Jenazah yang 

meninggal pada saat isolasi mandiri di rumah Pada Unit 

Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. 

Pasal 3 

Obyek Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah pelayanan pemulasaran jenazah yang meninggal pada 

saat isolasi mandiri di rumah. 

Pasal 4 

Subyek Tarif Pelayanan adalah orang yang memperoleh 

pelayanan pemulasaran jenazah yang meninggal pada saat 

isolasi mandiri di rumah. 

BAB III 

BESARAN TARIF PELAYANAN 

Pasal 5 

(1) Besarnya Tarif Pelayanan ditetapkan sebesar 

Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu 

rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 

No Kriteria Besaran (Rp.) 

1. pemulasaran jenazah 550.000 

2. kantong jenazah 100.000 

3. peti jenazah 1.750.000 

4. plastik erat 260.000 

5. desinfektan jenazah 100.000 

6. transpor mobil jenazah 500.000 

7. desinfektan mobil jenazah 100.000 
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(2) Selain Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat ditambahkan biaya penjemputan Jenazah dari 

rumah duka ke Rumah Sakit sebesar Rp. 840.000,00 

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 

sebagai berikut: 

No Kriteria Besaran (Rp.) 

1. kantong jenazah 100.000 

2. desinfektan jenazah 100.000 

3. desinfektan mobil jenazah 100.000 

4. Honorarium petugas penjemput 540.000 

 

BAB IV 

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN  

TARIF PELAYANAN 

Pasal 6 

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan 

pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Pelayanan. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Pelayanan 

diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar 

Tarif Pelayanan. 

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pemimpin BLUD.   

BAB V 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 7 

Tarif Pelayanan dapat ditinjau kembali dengan 

mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan 

layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan 

kepatutan serta tarif regional. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

Ditetapkan di Pati 

Pada tanggal   18 Juni 2021 

BUPATI PATI, 

 
ttd. 

 

 
HARYANTO 

 

 
 

Diundangkan di Pati  

Pada tanggal  18 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

  ttd. 

 
 

  SUHARYONO 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 33  
 

 

 

 

 
 

      

 
 

 


